




A. Partisipasi Politik 
Partisipasi politik merupakan kegiatan sesorang atau kelompok 
orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan 
jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung 
memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).1 Implementasinya 
apabila sebuah tingkat daripada partisipasi itu tinggi, menjelaskan 
bahwasannya sekelompok orang atau yang diseut disini adalah warga 
negara memahami serta mengikuti mengenai masalah politik dan mereka 
senantiasa melibatkan diri didalam kegiatan-kegiatan itu. Namun berbeda, 
apabila mengenai partisipasi jumlahnya rendah maka hal ini dianggap tanda 
yang kurang baik, hal ini dikarenakan banyaknya warga yang tidak 
memahami mengenai masalah kenegaraan.2 Partisipasi politik secara 
sederhana dapat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif dalam aktifitas 
politik.3 Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam 
konteks politik, ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai 
proses politik yang mana keterlibatan warga dalam segala tahapan 
kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian 
keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan 
 
1 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 
367 
2 Ibid, hal 369 
3 Nurjaman, Asep. Partai dan Pemilu Perilaku Politik di Aras Lokal Pasca Orde Baru (Malang: 
UMM Press, 2019), hal. 13 
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keputusan.4 Partisipasi dalam politik dapat mengambil bentuk yang aktif 
atau pasif, yang aktif mulai dari menduduki jabatan sampai pemberian suara 
pemilu. Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk 
partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu 
keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah 
dilakukan. Di samping mereka yang aktif berpartisipasi dalam politik, ada 
juga mereka yang tidak berpartisipasi sama sekali dalam proses politik.  
Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. Dua variabel mempengaruhi terkait tinggi maupun rendah 
tingkat partisipasi politik masyarakat.5 Aspek kesadaran politik terhadap 
pemerintah (sistem politik) merpakan aspek pertama, yakni kesadaran 
terhadap politik merupakan keadaam sadar akan hak serta kewajiban warga 
negara. Hak politik, hak ekonomi, kewajiban sosial, kewajiban ekonomi, 
hak perlindungan hukum, dan lain-lain. Selain itu terkaitt bagaimana 
penilaian dan apresiasi yang mengarah kepada kebijakan dan pelaksanaan 
dari pemerintah. Selain itu faktor yang bukan variabel independen. Artinya 
apabila kedua faktor itu rendah hal itu karena adanya pengaruh dari faktor 
lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan bagaimana 
pengalaman beroganisasi yang pernah diikuti.  
Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan dapat 
disimpulkam bahwasannya menegenai partisipasi politik sendiri dapat 
dimaknai sebagai hal yang erat kaitannya dengan aktivitas yang mana disini 
 
4 Miaz, Yalvema. Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi, 
(Padang: UNP Press, 2012), hal. 20 
5 Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 144 
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disebut kegiatan sekelompok orang yang terlibat di dalam kegiatan politik 
seperti halnya mulai dari penentuan pemimpin, pengambilaan kebijakan  
yang dibuat oleh pemerintah dan dilakukan secara langsung maupun tidak 
langsung.  
B. Pemilihan Umum 
1. Pengertian Pemilihan Umum 
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen yang 
digunakan oleh bangsa Indonersia dalam mewujudkan pilar-pilar 
demokrasi dalam kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan.6 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjelaskan bahwa 
pemilihan umum merupakan sarana dalam pelaksanaan kedaulatan 
rakyat yang mana dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
didasarkan Pancasila serta Undangundang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat semua 
jabatan politik seperti jabatan presiden dan wakil presiden, anggota 
dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota 
dewan rakyat daerah, jabatan gubernur dan wakilnya, dan jabatan bupati 
dan wakilnya serta walikota dan wakilnya yang dilakukan secara 
serentak dan ada yang tidak serentak. 7 
 
6 Susetyo, Wasis. Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Indonesia (Jakarta: Badan 
Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2016), hal 15 




Pengertian mengenai pemilihan umum seperti yang dijelaskan di 
atas dapat disimpulkan, pemilihan umum adalah sebuah proses 
pemilihan/penentuan sikap dilakukan oleh masyarakat yang bertujuan 
untuk memilih pejabat politik yang juga disebut sebagai penguasa yang 
dipercayai untuk memimpin suatu negara. Asas dari Hak Pilih dalam 
Pemilu menjelaskan setiap warga negara memiliki hak dalam 
berpartisipasi ikut serta dalam pemilu. Hak pilih juga dapat dikatakan 
sebagai hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum, terdiri 
dari hak pilih aktif dan hak pilih pasif. Warga negara Indonesia pada hari 
pemungutan suara pemilihan umum memiliki umur tujuh belas tahun 
atau lebih atau pernah kawin dan mempunyai hak memilih bisa 
menggunakan haknya dalam pemilihan umum yang apabila telah 
terdaftar sebagai pemilih.8 
Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber” yang 
merupakan “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”dan asas “Jurdil” 
yang merupakan “Jujur dan Adil”. Asas “Luber dan Jurdil” ini di dalam 
pemilu yang menurut UU No. 10 tahun 2008 yang meliputi: 
1. Langsung, yang diartikan bahwa disini rakyat yang dikategorikan 
sebagai pemilih memiliki hak yang secara langsung dapat 
memberikan suaranya sesuai dengan kehendaknya tanpa harus 
melalui perantara orang lain. 
 
8 Rozali Abdullah. Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal.  168 
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2. Umum, yang diartikan warna negara yang memiliki usia 17 tahun 
ataupun yang telah menikah memiliki hak untuk ikut berpartisipasi 
untuk memilih dan yang telah berusia 21 tahun memiliki hak pula 
untuk di pilih dengan tanpa adanya diskriminasi (pengecualian). 
3. Bebas, yang diartikan bahwasanya rakyat dapat memilih dalam 
pemilihan umum memiliki hak untuk menurut dengan hati 
nuraninya. 
4. Rahasia, yang diartikan bahwa setiap orang yang disini disebut 
rakyat dijamin peratran saat melakukan pemilihan menyuarakan hak 
pilihnya agar tidak diketahui siapapun kepada siapa suaranya nanti 
diberikan (secret ballot). 
5. Jujur, yang disini diartikan bahwa dalam pemberian hak suara 
dilakukan dengan sebenar-benarnya. 
6. Sikap jujur juga diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang diperuntukan kepada pemerintah dalam pemilihan umum. 
7. Adil, yanhg diartikan partai politik dan peserta pemilu mendapat 
perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun 
dalam penyelenggaraan pemilu. 
Konstitusi Indonesia juga sudah mengatur terkait pemilihan umum 
yakni diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, yang 
menjamin bahwa hak rakyat indonesia dalam memilih seorang pemimpin 
dan wakil pilihan mereka. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E juga 
menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan 
dengan cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang 
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diselenggarakan pada lima tahun sekali sesuai dengan UU No. 15 tahun 
2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. 
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
Pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi hal yang sangat 
penting karena sosok yang nanti akan terpilih merupakan orang orang 
pilihan warga negara Indonesia yang akan menentukan arah dan tujuan 
Indonesia minimal dalam jangka lima tahun kedepan, sebab itu 
momentum ini menjadi proses yang sangat krusial, dimana keberhasilan 
dalam pelaksanaan pemilu akan menentukan juga keadaan Indonesia 
kedepan, maksudnya, jika proses pemilihan tidak berjalan dengan baik, 
maka akan berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak baik dan 
bukan pilihan rakyat yang sebenarnya.9 Sistem ketatanegaraan indonesia 
menjelaskan terkait pengisisan jabatan presiden telah diatur dalam 
konstitusi atau di dalam UUD 1945. Pemilihan presiden sebelum 
perubahan UUD 1945, menunjukkan pengisisan jabatan untuk Presiden 
dilakukandengan cara demokrasi yang berdasarkan perwakilan 
(representative democracy), sedangkan demokrasi dilakukan dengan 
cara langsung (direct democracy) dalam sistem pengisisan jabatan 
presiden di indonesia dimulai amandemen UUD 1945 yang berdasar 
pada ketentuan hasil amandemen dalam pasal 6A ayat 1 presiden dan 
wakil dipilih dalam satu pasangan secara langsung.10 Pasal 6A UUD 
 
9 Sabungan Sibarani, Dinamika Pemilihan Legislatif, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 1 
(2016), hal. 16 
10 Fuqoha, Pengisiaan Jabatan Presiden dan Presidential Theshold dalam Demokrasi 
Konstitusional di Indonesia, Jurnal Ajudikasi Vol. 1 No. 1 (2017), hal. 28 
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1945 setelah perubahan, menyatakan: 1) Presiden beserta wakil dipilih 
dalam satu pasangan yang secara langsung nanti dipilih oleh rakyat;  2) 
Pasangan calon Presiden dan wakilnya diusulkan oleh partai politik 
sebelum pelaksanaan pemilihan  umum berlangsung;  3) Presiden  dan 
wakil yang memperoleh suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah 
suara dalam pemilihan umum yang setidaknya memperoleh dua puluh 
persen suara di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah 
provinsi di Indonesia...”.  
Dalam pemilu pemilu yang memiliki rangkaian pemilihan anggota 
DPR, DPD, dan DPRD. Calon presiden dan wakil presiden juga memiliki 
syarat, diantaranya:11 a)Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
b)Warga negara Indonesia yang pada saat ia lahir tidak pernah menerima 
kewarganegaraannya dikarenakan kehendaknya, c)Tidak pernah 
menghianati negaranya, d)Mampu secara rohani dan jasmani 
menjalankan tugasnya yakni berkewajiban sebagai presiden maupun 
wakil presiden, e)Bertempat tinggal di dalam wilayah NKRI, f)Terdaftar 
mwnjadi pemilih dalam pemilihan umum, g)Belum menjabat menjadi 
presiden dan wakil presiden selama dua, h)Setia pada Pancasila sebagai 
dasar negara dan UUD 1945 serta cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, 
i)minimal memiliki usia 35 tahun, j)Bukan berasal dari anggota 
organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi 
massanya, dan tidak terlibat langsung dalam G30S/PKI. Pemilu dalam 
 
11 Fadjar, Mukthie. Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, (Malang: Setara Press, 
2013), hal. 67 
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pemilihan presiden maupun wakilnya dilaksanakan oleh KPU (Komisi 
Pemilihan Umum) dimana dalam pelaksanaannya sama seperti halnya 
pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/ Kota. 
3. Pemilihan Umum Anggota Legislatif 
Pemilihan legislatif merupakan pemilihan umum untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dialakukan 5 
tahun sekali. Penentuan bakal calon anggota legislatif yang dimaksudkan 
seperti DPRD maupun DPRD ada karena proses internal Partai Politik 
peserta pemilu. Partai Politik yang berperan untuk mengusulkan siapa 
saja calon setiap Daerah Pemilihan, undang-undang sendiri juga sudah 
menjelaskan mengenai peenentuan pernyaratan formal yang harus 
dipenuhi oleh pencalon, namun secara substansial adanya partai politik  
yang lebih mengetahui kualitas kadernya yang kiranya dapat dicalonkan 
sebagai anggotaan DPR atau DPRD, karena partai politiklah yang 
melakukan pembinaan terhadap kadernya.12 Negara Indonesia dalam 
pemilihan legislatif memakai sistem multi partai.  
Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 mengenai Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan mengenai kewajiban 
masing-masing oartai politik terkait pelibatannya dalam mengikuti 
proses yang diverivikasi pihak KPU yakni pendaftaran dalam 
 
12 Abdullah, Rozali. Mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas (pemilu Legislatif), (Jakarta: 
Rajawali Press, 2009), hal. 182 
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pelaksaanan pemilihan umum.Penyelenggaraannya di Indonesia, 
pemilihan legislatif merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan 
Umum (KPU)  yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011. 
Secara teknis penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh komisi pemilihan 
umum sebaga lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dibentuk 
pemerintah. Selain KPU, kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum 
juga harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai faktor 
penting dalam proses pemilihan.13 
Berdasarkan Undang-Uundang No. 15 Tahun 2011 Tentang 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum “Untuk meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan 
hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang 
profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas 
melalui Komisi Pemilihan Umum”, sehingga untuk dapat mewujudkan 
partisipasi masyarakat dapat mendukung pelaksanaan pemilihan umum 
yang bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan demokrasi Indonesia.  
Undang-Undang juga menjelaskan Komisi Pemilihan Umum yang 
menyelengarakan kegiatan sosialisasi dalam pelaksanaan pemilihan 
gubernur, bupati, dan walikota atau yang berkaitan dengan tugas dan 
wewenang dari Komisi Pemeilihan Umum Kabupaten/ Kota kepada 
masyarakat. Simpulan yang didapat disini yakni dalam melakukan tugas 
serta fungsihnya Komisi Pemilihan Umum terlebih dulu untuk 
merancang suatu program yang nantinya berorientasi kepada 
 
13 Sabungan Sibarani, Dinamika Pemilihan Legislatif, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 1 
(2016), hal. 11 
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peningkatan partisipasi politik masyarakat yang ada di suatu daerah 
dengan pemanfaatan sumber daya di daerah tersebut. Komisi Pemilihan 
Umum juga harus melakukan tindakan yang profesional yakni 
menentukan langkah strategis untuk memberikan pemahaman kepada 
masyarakat. Selain itu dalam pelaksanaan sosialisasi ini di tujukan untuk 
mendorong partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum. Tugas-
tugas komisi pemilihan umum secara hirarki dilaksanakan oleh KPU 
Pusat, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan amanat 
UndangUndang No. 15 Tahun 2011 Tentang Komisi Pemilihan Umum. 
Sehingga untuk kabupaten/kota tugas KPU Kota untuk membangun 
kesadaran politik masyarakat, salah satunya disini, yakni tugas yang 
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu. 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan hanya lembaga yang bisa  
melakukan tanggung jawab dari berlangsungnya pemilihan umum, 
namun ada lembaga yang ikut serta terlibat dalam pemilihan umum yaitu 
lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu merupakan 
lembaga yang mempunyai tugas mengawasi jalan Pemilu termasuk juga 
Pemilihan Legislatif sekalipun. Selain KPU dan Bawaslu, ada pula 
lembaga bernama Dewan Kerhomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 
DKPP ini bertugas memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan 
pelanggarana kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu. 
Pemilu 2019 ini merupakan dengan sistem yang berbeda yang mana 
dalam pelaksanaanya dilaksanakan secara serentak yang mana hal demikian 
merupakan pertama kalinya di Indonsia sedangkan pemilihan 2014 
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pelaksanaannya tidak serentak. Karna dilakukan secara serentak pemilu 
2019 ini diikuti setidaknya 14 partai politik yang mana lebih banyak dari 
pemilu 2014 yang diikuti oleh 10 partai politik saja. Yang mana dalam 
pelaksanaannya pemilu dirasa sangat membingungkan bagi kaum usia 
lanjut dan yang baru saja memilih. 
C. Lembaga Perwakilan 
Perwakilan (representation) adalah konsep seorang atau suatu 
kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara 
dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.14 Keberadaan 
lembaga perwakilan ini untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat 
yakni dengan menampung aspirasi rakyat yang kemudian dituangkan ke 
berbagai macam kebijaksanaan umum sesuai dengan asirasi rakyat. 
Lembaga perwakilan sebagai salah satu unsur yang terpenting dalam 
penyelenggaraan negara juga diperlukan pengawasan terhadap semua 
kegiatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyaa. Hal ini 
dimaksudkaan agar segala yang dilakukan benar-benar merupakan apa yang 
menjadi amaanah dari rakyat.  
Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat 
merupakan unsur yang paling penting di samping unsur-unsur lainnya 
seperti, sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan 
mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan sebagainya.15 Sistem 
demokrasi merupakan bentuk dari keterlibatan warga negara dalam hal 
 
14 Yuriska, Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum. Vol. 2 No. 2 (2010), hal. 51 
15 Eddy Purnama,Lembaga Perwakilan dan Checks And Balances Dalam Kekuasaan Negara, 
Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16 No.63. (2014), hal. 261 
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tertentu dibidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara 
langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan.  
Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya 
diorganisasikan melalui dua pilihan cara, yaitu melalui sistem pemisahan 
kekuasaan atau pembagian kekuasaan.16 Prinsip panutan pemisahaan 
kekuasaan atau pembagian kekuasaan ini penting untuk dijernihkan karena 
pilihan di antara keduanya akan sangat mempengaruhi mekanisme 
kelembagaan negara secara keseluruhan, terutama dalam hubungannya 
dengan penerapan prinsip ‘check and balances’ antara lembaga-lembaga 
tinggi negara, termasuk fungsi kekuasaan kehakiman dengan keberadaan 
lembaga tertinggi negara dan bahkan format serta prosedur penyusunan 
peraturan perundang-undangan. 
Lembaga perwakilan disini meliputi Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Dewan Perwakilan DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) yang selanjutnya mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang 
berbeda-beda antara lain: 
1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
DPR adalah lembaga yang menjalakan fungsi sebagai lembaga 
perwakilan rakyat atau parlemen. DPR juga diatur didalam bab VII 
Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 sertan Pasal 22 UUD NRI 1945. Pasal 19 
ayat 1 menjelaskan sususnan DPR ditetapkan undang-undang. Dalam 
ayat 2 juga menjelaskan bahwa DPR bersidang sedikitnya sekalidalam 
setahun. Perubahan Kedua UUD NRI 1945, mengenai ketentuan yang 
 
16ibid, hal. 264 
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ada dalam Pasal 19 telah diubah: “(1) Anggota DPR dipilih melalui 
pemilihan umum. (2) Sususnan DPR diatur dengan undang-undang. (3) 
DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.” Pasal 20 menentukan 
bahwasannya undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Jika 
sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR, 
maka rancangan tidak dapat dimajukan dalam persidangan.  
Terkait dengan DPR ini juga dijelaskan dalam pasal 68 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 “DPR merupakan 
lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga 
negara”, yang mana dalam menjalankan tugasnya mempunyai 3 fungsi 
yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan. 
Anggota DPR yang menurut pada ketentuan dalam Pasal 21 ayat 1 
UUD 1945 berhak memajukan terkait rancangan undang-undang. 
Ketentuan pada ayat 1 dalam perubahan pertama UUD NRI 1945, 
rumusannya diubah menjadi: “Anggota DPR berhak mengajukan usul 
rancangan undang-undaang”. Ayat 2 menjelaskan “jika rancangan 
undang-undang itu, meskipun disetujui oleh DPR, tidak disahkan oleh 
Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam 
persidangan DPRD masa itu”. Pasal 22 B perubahan kedua, 
menentukan: “Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, 




17 Ibid, hal. 158 
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2.  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
DPD adalah lembaga perwakilan daerah, yang mewakili 
kepentingan daerah yaitu daerah provinsi asal pemilihan anggotanya. 
Daerah yang dimaksud bukan pemerintahan daerah, namun rakyat 
pemilih dari daerah provinsi yang bersangkutan. DPD dan DPR pada 
hakikatnya sama-sama merupakan lembaga perwakilan rakyat. Hanya 
bedanya, anggota DPR dipilih melalui peranan partai politik, sedangkan 
anggota DPD dipilih tanpa melibatkan partai politik.   
Menurut ketentuan Pasal 248 UU Nomor 17 Tahun 2014. DPD 
memiliki bebrapa fungsiyang diantaranya:   
a. Pengajuan mengenai rancangan undang-undang yang terkait 
otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemekaran serta penggabungan daerah, serta yang berkaitan 
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR.  
b. Ikut andil pembahasan mengenai rancangan undang-udang yang 
terkait dengan otomi daerah, terkait dengan hubungan pusat dan 
daerah, pemekaran serta peggabungan suatu daerah, ikut 
mengelolah SDA (Sumber Daya Alam), hingga ikut andil terkait 
perimbangan keuangan pusat dan daerah..  
c. Ikut serta pemberian pertimbangan kepada DPR mengenai 
rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, agama serta 
terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara   
 
27  
d. Ikut dalam pelaksanaan pengawasan undang-undang yang terkait 
masalah ekonomi daerah, penggabungan daerah, hubungan pusat 
dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, pembentukan, pemekaran dan pelaksanaan 
APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga 
perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan, pemerintahan 
daerah merupakan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk 
undang-undang. 
 Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah menempatkan DPRD sebagai institusi yang sejajar dengan 
pemerintah daerah. Dalam kedudukan yang sejajar itu, DPRD bersama‐
sama dengan Kepala Daerah melaksanakan fungsi‐fungsi pemerintahan 
daerah yang meliputi segala urusan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. 
DPRD merupakan lembaga pengontrol kekuasaan pemerintah 
daerah dalam arti yang sebenarnya daripada sebagai lembaga legislatif.18 
Kenyataan DPRD disebut sebagai lembaga legislatif yanjng mana baik 
di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, berhak mengajukan 
rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Gubernur. 
 
18 Asmawi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perundang-Undangan Pemerintah 
Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 1 (2014), hal.7 
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Fungsi DPRD yang utama yakni sebagai pengontrol jalannya 
pemerintahan di daerah, terkait dengan fungsi legislatif, posisi DPRD 
sendiri bukan sebagai aktor yang dominan, karena pemegang dari 
kekuasaan yang dominan legislatif itu adalah Gubernur dan 
Bupati/Walikota. 
D. Lembaga Kepresidenan 
Sistem pemerintahan berkenaan dengan jabatan dari kepala negara 
dan pemerintahannya dijabat oleh seorang presiden. Negara yang umumnya 
memiliki kepala negara yang mana merupakan simbol dari suatu negara, 
yang mana kepala pemerintahan mejalankan sebuah kekuasaan eksekutif. 
Pasal 1 Ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia 
adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Demikian ini dapat 
dikatakan bahwa bentuk dari negara Indonesia yakni kesatuan serta bentuk 
dari pemerintahan adalah republik. Presiden Republik Indonesia sebagai 
pemegang kekuasaan yakni kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 
Haal ini merupakan ciri yang dianut Negara dengan menggunakan sistim 
presidensial. Dimana konsep presidensial itu sendiri yakni Presiden 
Republik Indonesia dipilih langsung oleh rakyat dam tidak dipilih langsung 
oleh parlemen. 
Fungsi daripada Presiden yakni kepala negara yang sekaligus 
menjadi kepala pemerintahan diatur yang di dalam Undang Undang Dasar 
1945 sesudah perubahan, yaitu: memiliki kekuasaan penyelenggaraan 
pemerintahan19, mengajukan RUU, dan membahasnya bersama dengan 
 
Liat Pasal 
19 Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 
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DPR20, membentuk Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang 
Undang (Perppu)21, menetapkan Peraturan Pemerintah22, memberikan grasi, 
amnesti, abolisi, dan rehabilitasi23, mengadakan perjanjian dengan negara 
lain24, mengadakan perdamaian dengan negara lain25, mengangkat dan 
menerima duta dan konsul26, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 
angkatan bersenjata27, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi 
Yudisial28, serta mengusulkan dan menetapkan hakim konstitusi.29 
Bahwa terkait tentang lembaga kepresidenan, presiden sebagai kepala 
pemerintahan menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan memang berbeda dari 
lembaga yang lain yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya undang-
undang yang terkait dengan fungsi, tugas serta kewenangannya.  
E. Sistem Perwakilan 
Strongs menjelaskan terkait demokrasi merupakan sistem 
pemerintah yang mayoritas isinya adalah anggota dewan mayarakat politik 
yang ikut dengan dasar sistem perwakilan yang mana ada jaminan bahwa  
pemerintah mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada 
 
20 Pasal 5 UUD 1945 ( Perubahan Pertama) 
21 Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945 
22 Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945 
23 Pasal 14 UUD 1945 Perubahan pertama, grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah 
Agung. Amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR 
24 Pasal 11 Ayat 2 UUD 1945 (Perubahan Ketiga) 
25 Pasal 11 UUD 1945 (Perubahan Ketiga) 
26 Pasal 13 UUD 1945 
27 Pasal 10 UUD 1945 
28 Pasal 24B Ayat 3 UUD 1945 (Perubahan Ketiga), dengan persetujuan DPR 
29 Pasal 24C UUD 1945 (Perubahan Ketiga), sembilan hakim konstitusi; 3 calon usulan MA, 3 
calon usulan DPR dan 3 calon usulan dari Presiden. 
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mayoritas itu.30 Teori model hubungan wakil-rakyat ini dijelaskan 
bahwasannya semua teori perwakilan memiliki sifat perwakilan politik. 
Dimaksudkan bahwa seseorang yang duduk di suatu lembaga perwakilan 
wajib melalui proses pemilihan umum terkait untuk proses politik, yang 
mana sifat perwakilannya ini dinamakan perwakilan politik.31 Pemilihan 
umum merupakan bentuk dari mekanisme politik yang pelaksanaannya 
dengan cara rekruitmen dan seleksi secara demokratis yang disini berarti 
pelaksanaannya dengan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia jujur, 
adil, serta kompetitif siapa saja orang yang nantinya duduk dalam lembaga 
perwakilan demokratis. 
Alasan terkait penerapan demokrasi modern menmggunakan proses 
mekanisme perwakilan, yakni:32 (1) sebagian besar jumlah masyarakat yang 
terlampau besar serta kompleks yang diterapkannya dengan bentuk 
demokrasi langsung,(2) warga di kehidupan sehari-hari tidak semuanya 
memiliki waktu atau kecenderungan disini untuk terlibat di dalam politik, 
(3) adanya tuntutan yang plural serta bertentangan, untuk itu adanya peran 
wakil yang mampu mengatur atau yang disini dinamakan 
mengkonteksasikan dan menegosiasikan kepada forum yang memutus 
terkait kebijakan publik, dan (4) peran legislasi serta administrasi modern 
 
30 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 
173 
31 Ibid, hal. 175 
32 M   Faishal  Aminuddin, Fajar  Ramadlan,  Efektivitas Keterwakilan Politik: Revitalisasi Fungsi 
Parpol dan Kompetisi Kandidat pada Sistem Daftar Terbuka,Jurnal Ilmu Politik Vol. 1 No. 22 
(2012), hal 4 
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yang tidak dipungkiri membuat partisipasi warga biasa dalam proses 
pembuatan undang-undang.   
Di Indonesia sendiri pokok masalah   dalam   perwakilan politik yaitu 
konsepsi ideologi, kekuasaan, pemilihan umum dan lembaga perwakilan. 
Keterwakilan antara wakil dengan   terwakil   dalam   sistem perwakilan   
politik   ditunjukan melalui   hubungan antara pemilihan umum, budaya 
politik dan kekuasaan.33 Pemilihan   umum   sebagai tata cara untuk 
memperoleh   kedudukan sebagai wakil rakyat untuk anggota badan 
perwakilan. Dalam aspek kekuasaan akan dilihat bagaimana struktur 
kekuasaan pasca pemilihan umum, apakah keseimbangan kekuatan antar 
peserta pemilihan umum. Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia 












33 Bestari, Mitra. Reformasi Sistem Perwakilan Indonesia. Jurnal Konstitusi. Vol. 1 No. 1 (2009), 
hal. 12 
